PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 42 TAHUN 1981
TENTANG

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN

Menimbang

Mengingat

M enetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

bahwa masadah fakir miskin addah merupakan masaah nasond yang
harus ditanggulangi secaraterus menerus dan bertahap;

bahwa salah satu usaha untuk menanggulangi fakir miskin adaah
dengan memberikan pelayanan kesgahteraan sogd bagi fakir miskin,

bahwa karena hal-ha tersebut diatas dan daam rangka peaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesgahteraan Sosia (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) perlu mengatur
pelayanan kesgahteraan sosad bagi fakir miskin dalam Peraturan
Pemerintah;

Pasd 5 ayat (2), Pasd 27 ayat (2), dan Pasa 34 Undang-Undang Dasar
1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesgahteraan Sosd (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSAL BAGI FAKIR MISKIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1

Fakir Miskin addah orang yang sama sekdi tidek mempunya sumber mata
pencaharian dan tidak mempunya kemampuan memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunya sumber
mata pencaharian tetapi tidak dgpat memenuhi kebutuhan pokok yang layak
bagi kemanugaan.

Pelayanan Kesgahteraan Sosd Bagi Fakir Miskin adaah setiap upaya,
program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan
mengembangkan kesg ahteraan sosa bagi fakir miskin.

Dana Kesgahteraan Sosd Bagi Fakir Miskin adadah semua dana yang
berujud uang dan atau barang yang berasa dari masyarakat dan sumber-
sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan digunakan untuk kepentingan peayanan kesgahteraan sosad bagi
fakir miskin.

Bantuan Sosd addah bantuan yang sfatnya sementara yang diberikan
kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan
kehidupannya secarawg ar.

Rehabilitas Sodd addah suatu proses refungsondisas dan
pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu me aksanakan
fungs sosanya secarawgar daam kehidupan masyarakat.

Menteri adalah Menteri Sosial.
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BAB Il
PELAY ANAN KESEJAHTERAAN SOS AL BAGI FAKIR MISKIN

Pasal 2
(1) Fakir Miskin berhak mendapatkan pel ayanan kesejahteraan sosial.
(2) Pelayanan kesgahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana
dimaksud ddam ayat (1) mdipuiti :
a.  bantuan sosial;
b. rehabilitasi sosial.

Pasal 3
(1) Bantuan sodd ssbagamana dimeksud ddam Pasd 2 aya (2) hurf a
diberikan kepada fakir miskin dengan maksud agar mereka dapat
berusaha meningkatkan taraf kesgahteraan sosanya
(2 Jumlah, taecara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial
sebagamanadimaksud ayat (1) diatur |ebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4
(1) Rehabilitas sosia sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) huruf b
dilaksanakan terhadap fakir miskin dengan maksud agar mereka mampu
mdaksanakan dan mengembangkan fungd sogdnya ddam  kehidupan
masyarakd.
(2) Rehabiltas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha sdeks,
pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan.

Pasal 5
(1) Usshasdeks dimaksudkan untuk dgpat menetgokan jenis pembinaan terhadap
fakir miskin di dalam rehabilitag.
(2) Usshaseleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan
kegiatan antaralan:
a. identifikasi;
b. wawancara.

Pasal 6
Usaha pembinaan dimaksudkan untuk membina kemampuan fakir miskin agar
dapat berperan meningkatkan kesg ahteraannya.

Pasal 7
Usaha pembi naan sebaga manadimaksud ddam Pasd 6 mdiputi kegiatan antara
lan:
pembinaan kesadaran berswadaya;
pembinaan mental;
pembinaan fisik;
pembinaan ketrampilan;
pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

PoooTp

Pasal 8
Fakir miskin yang telah sdesa menjadani pembinaan dikembangkan
kemampuannya untuk berusaha sendiri agar dapat meningkatkan taraf
kesg ahteraan soganya

Pasal 9
Ddam mdaksanakan usaha pengembangan sebegamana dimekaud ddam Pasd 8,
Menteri dapat memberikan bantuan permoda an.
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Pasal 10

(1) Terhadap fakir miskin yang telah sdesa direhabilitas dan telah
berusaha sendiri di tengah-tengah masyarakat diikuti dengan
pembinaan lanjutan.

(2) Pembinaan lanjutan sebagamana dimaksud ddam aya (1) meiputi
kegiatan antaralan:
a  pengawasan;
b.  bimbingan.

(3) Peaksanaan pembinaan, lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan aya (2) pasd ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IlI
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOS AL BAGI FAKIR MISKIN
OLEH MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Peayanan kesgahteraan sosid bagi fakir miskin oleh masyarakat
disgdenggarakan oleh organisas sosad maupun perseorangan sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pedayanan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) meliputi usaha bantuan
sosal dan rehabilitas sosdl.

(3) Peaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2)
pasa ini diatur oleh Menteri.

Pasal 12
(1) Organisas sosd yang menydenggarakan peayanan kesgahteraan sosid
bagi fakir miskin dapat diberikan bantuan atau subsidi.
(2) Jenis, jumlah, tatacara, dan syarat-syarat pemberian bantuan atau subsidi
diatur oleh Menteri.

Pasal 13
Menteri aau pgaba yang ditunjuk berwenang sewaktu-waktu meakukan
pemeriksaan tentang pe aksanaan pd ayanan kesgahteraan sodd bagi fakir miskin
yang dilakukan oleh organisas sosd.

Pasal 14
Menteri dapat mengambil tindakan terhadap pengurus organisas sosa
maupun terhadap perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan
kesgahteraan sosd bagi fakir miskin yang menyimpang dari tujuan atau tidek
memenuhi  persyaratan sesua dengan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.

BAB |V

DANA KESEJAHTERAAN SOSAL BAGI FAKIR MISKIN

Pasal 15

(1) Untuk kepentingan pel aksanaan kesgjahteraan sosid bagi fakir miskin,
Menteri dapat mengusahakan pengumpulan dana kesg ahterasan sosd
bagi fakir mikin yang berasd dai masyaraka dan dana-dana
kesgahteraan sogd lannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Tatacara pengumpulan dana kesegjahteraan sosial bagi fakir miskin
yang berada pada dan berasal dari masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(3) Penerimaan dana kesgjahteraan sosial bagi fakir miskin yang berasal
dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan
secaratertulis kepada Menteri Keuangan.
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(4) Tatacara penggunaan dana sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) dan
ayat (2) diaur oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16
Ha-hal yang beum diatur daam Peraturan Pemerintah ini sepanjang
mengena pe aksanaannyaakan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pdayanan kesgatteraan sosd bagi
fakir miskin yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintahini.

Pasal 18
Peraturan Pemerintahini mula berlaku padatanggd diundangkan.
Agar supaya sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya didalam Lembaran
Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 19 Nopember 1981
PRESDEN REPUBLIK INDONESA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 19 Nopember 1981

MENTERI/SEKRETARISNEGARA

REPUBLIK INDONESA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 59
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
NOMOR 42 TAHUN 1981
TENTANG
PELAY ANAN KESEJAHTERAAN SOS AL BAGI FAKIR MISKIN

UMUM.

Pasd 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan

Anak-anak terlantar dipdihara oleh Negard' dan sdlanjutnya ddam Pasd 27 Ayat (2) menyatakan

"Bahwa tigp-tigp warganegara berhak aas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”. Dari ketentuan-ketentuan itu jeladah maksud cita-cita yang terkandung daam

Undang-Undang Dasar yaitu menghendaki agar setigp warganegara mempunya |lgpangan

pekerjaan yang layak, dan juga menghendaki agar warganegara tidak hidup daam keadaan fakir

miskin dan bebas dari keterl antaran anak-anak.

Dengan menyadari akan tugastugas sebagamana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar,

khususnya yang menyangkut kehidupan seseorang, keluarga atau kelompok orang yang karena

sehab-sebab tartentu, berada ddam keadaen sedemikian rupa sehingga tidek mampu memenuhi
kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan perkembangannya secara wgar, maka kepada

Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 ditugaskan untuk mengadakan

usaha-usaha sebaga mana tercantum dalam Pasdl 4 ayat (1) sebagal berikut :

Usaha Pemerintah di bidang kesg ahteraan sogd mdiputi:

a bantuan sosd kepada warganegara bak secara perorangan maupun ddam kdlompok yang
mengalami kehilangan peranan sosd atau menjadi korban akibat terjadinya bencana
bencana, baik sosd maupun damiah, atau peridiwa-perigiwalan;

b. pemdiharaan targp kesgahteraan sosid mdadui penydenggaraan suatu sstim jaminan sosial;

C. hbimbingan, pembinaan, dan rehabilitas sosd, termasuk diddamnya penyauran ke daam
masyarakat, kepada warganegara bailk perorangan maupun kelompok, yang terganggu
kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;

d. pengembangan dan penyuluhan sosd untuk meningkatkan peradaban, peri kemanusiaan dan
kegotong royongan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan
Pemerintah tentang Pelayanan Kesgahteraan Sosiad Bagi Fakir Miskin, yang merupakan sdah
satu pdaksanan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974.
Dengan demikian pelayanan kesgahteraan sosia bagi fakir miskin dapat dilaksanakan secara
terus menerus dan bertahap. Pdayanan kesgahteraan sosad bagi fakir miskin sebagamana
diaur ddam Peraturan Pemerintah ini yang mdiputi usaha bantuan sogd dan rehabilitas sosia bagi
fakir miskin, ditujukan baik kepada perorangan maupun kepada kel uarga sebagal satu kesatuan.
Pengaturan mengenal dana kesgahteraan sosa bagi fakir miskin disamping didasarkan pada
kenyataan bahwa kemampuan Pemerintah untuk menyediakan biaya pdayanan fekir miskin mash
sangat terbatas, juga didasarkan pada kenyataan bahwa mash banyak dana yang berasd dari
masyarakat yang diperuntukkan bagi usaha kesgahteraan sodd umumnya dan fakir miskin pada
khususnya bdum dimanfaetkan sebagaimana mestinya sesua dengan peraturan perundang-undangan
yang berl aku. Dana-danatersebut tidek termasuk danayang diwgibkan oleh hukum agama.

Pengaturan mengena partiSspas masyarakat ddam menyelenggarakan usaha peayanan

kesgjahteraan sogd bagi fakir miskinini didasarkan pada hd-ha sebaga berikuit:

- Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesgahteraan Sodd (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3039) yang berbunyi "Masyarakat mempunya kesempatan yang
seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesgj ahteraan sosial dengan mengindahkan
gais kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagamana ditetgpkan dengan peraturan
perundang-undangan’.

- Secara kenyataan menunjukkan bahwa potens yang ada pada masyarakat merupakan faktor
menentukan berhad|nya usaha kesgahteraan sosd bagi fakir miskin.


http://www.djpp.depkumham.go.id

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angkal

pengertian fakir miskinini diambil dari perpaduan 2 (dua) pengertian yaitu fakir

danmiskin.

Fekir . berasal dari kata Arab "fagir (Fagirun)" yang berarti orang yang
tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan
tidek mempunya harta untuk keperluan hidupnya;

Miskin :  beasd dai kaa Arab "miskin (miskinun)" yang berarti orang yang
mampu bekerja untuk mencari kehidupan sehari-hari dan
mempunya harta, akan tetgpi penghasilannya tidak mencukupi
keperluannya:

Y ang dimaksud dengan kebutuhan pokok addah kebutuhan yang mdiputi pangan,

sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Angka?2
Cukup jdas.
Angka3
Y ang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku addah antara
lan:
1. Peraturan Idang atau vendu reglement (ordonans tanggd 28 Pebruari 1908
Sth. Nomor 198 Tahun 1908);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara
Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan, Lembaran
NegaraNomor 2273).
Angka 4
Cukupjeas
Angka5b
Cukup jdas
Angka 6
Cukupjeas
Pasal 2
Cukupjeas
Pasal 3
Ayat (1)
Bantuan sosd terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara
minimd, yang mdiputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jdas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fungs sosa adaah kemampuan dan kemauan
seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif turut serta dalam
kehidupan bermasyarakat.
Ayat (2)
Cukup jdas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jdas.
Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan identifikas adalah upaya untuk memperoleh
keterangan tentang diri seseorang dalam rangka melaksanakan usaha
rehabilitas terhadap fakir miskin.

- Yang dimaksud dengan wawancara adalah upaya untuk memperoleh
keterangan tentang diri seseorang dengan cara mengadakan tanya jawab ddam
rangkame aksanakan usaharehabilitas terhadgp fakir miskin.
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Pasal 6
Cukupjeas
Pasal 7
Cukupjeas
Pasal 8
Ketentuan ini dimaksudkan agar merekayang telah mendapatkan rehabilitag tidak kembdi
ddam keadaan semula
Pasal 9
Cukupjeas
Pasal 10
Cukup jdas.
Pasal 11
Cukupjeas
Pasal 12
Ayat (1)
Pemberian bantuar/subsdi dimaksudkan untuk mendorong agar masyarakat 1ebih
meningkatkan partispas daam pelayanan kesgahteraan sosia bagi fakir miskin.
Ayat (2)
Cukup jdas.
Pasal 13
Cukup jdas.
Pasal 14
Pengertian kata "tindakan" dalam pasal ini antaralain berupa
- pemberhentian pemberian bantuan/subsidi;
- melarang mel akukan kegiatan atau mengalihkan usahanyakepada pihak lain.
Pasal 15
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar dana-dana yang berada di dan berasd dari
masyarakat dan Lembagalembaga Pemerintah dapat dikoordinaskan dan
dimanfaatkan guna kepentingan kesg ahteraan sosd bagi fakir miskin
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jdlas.
Ayat (4)
Cukup jdas.
Pasal 16
Cukup jdas.
Pasal 17
Cukup jdas.
Pasal 18
Cukup jdas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONES A NOMOR 3206
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